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Lampiran 1. Peta Tata Hutan KPH Bialo dan Peta RTRW Kabupaten Bulukumba

(a) Peta Tata Hutan KPH Bialo (Lampiran RPHJP Periode 2023 — 2028)
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Lampiran 2. Peta Perubahan Status Kawasan Hutan Per Periode SK

(a) Peta Kawasan Hutan Tahun 1982 (Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 760/
Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 Penujukan Kawasan Hutan Sulawesi Selatan
melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)
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(b) Peta Kawasan Hutan Tahun 1999 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 890/Kpts-11/1999 tanggal 23 Mei 1999 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan dan Perairan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasaan)
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(c) Peta Kawasan Hutan Tahun 2009 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.434/Menhut-11/2009 tanggal 23 Mei 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan di Provinsi Sulawesi Selatan)
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(d) Peta Kawasan Hutan Tahun 2019 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.362/Menlhk/Setjen/Pla.o/5/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan
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Lampiran 3. Peta Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Lokasi Titik Nol
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Lampiran 4. Peta Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Lokasi Pantai Bara
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Lampiran 5. Pola Penutupan Lahan (Periode 2000 s/d 2023)
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Lampiran 6. Dokumen Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Bira
antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bulukumba

4
‘
i

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG
UNTUK
KEGIATAN WISATA TANJUNG BIRA
PADA WILAYAH UPTD KPH UNIT XV JENEBERANG II
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 279/XI1/PEM-PKSO/2020
NOMOR : Perj.02/X1/2020/Dispar

Pada hari ini, Senin tanggal tigapuluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua

Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ANDI PANRENRENGI : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Selatan, berkedudukan di
Makassar, Jalan Baji Minasa
Nomor 14, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Gubernur Nomor
108/IX/PEM-KB/2020 tanggal 28
September 2020 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi  Selatan, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

1I. MUH. ALI SALENG : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba berkedudukan di
Bulukumba, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten
Bulukumba, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana

welah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan;



Lanjutan Lampiran 6.

Pasal 16
PENUTUP
Perjanjian Kerjasama Operasional ini dibuat dan ditandatangani di Makassar

pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai

cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

=N

R

94



95



